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PERATURAN DIREKSI

PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH

NOMOR 001/PEMA/PD/X/2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

DIREKSI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH

Menimbang

Mengingat

.a.

-

Bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk berperan sebagai
pendorong kegiatan, pertumbuhan, pemberdayaan ekonomi
masyarakat dan guna meningkatkan peran serta dan eksistensi
perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
kelestarian lingkungan serta dalam rangka mewujudkan
hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan;

Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan yang efektif, efisien, berdaya guna, dan
akuntabel sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a dan b, maka pedoman pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility)
di PT Pembangunan Aceh (Perseroda) perlu ditetapkan dengan
Peraturan Direksi PT Pembangunan Aceh (Perseroda).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan
Fakir Miskin;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan terbatas;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh
Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan di Aceh;



7. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan
Aceh Nomor 06 Tanggal 05 April 2019 yang dibuat oleh Notaris
Cut Era Fitriyeni, SH., M.Kn.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Direksi Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Pembangunan Aceh (Perseroda).

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

Ts

10.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility
(CSR), yang selanjutnya dalam Peraturan Direksi ini disebut CSR adalah
komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas
masyarakat setempat maupun masyarakat pada umumnya;

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Daerah yang dipisahkan;

Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya disebut RUPS adalah
organ Perseroan yang mempunyai wewenang dalam batas yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;

Perusahaan adalah PT Pembangunan Aceh (Perseroda);
Direksi adalah Direksi PT Pembangunan Aceh (Perseroda);

Program CSR adalah suatu rancangan yang menjelaskan tentang kegiatan
dan biaya terhadap suatu kegiatan CSR;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Program CSR adalah sebuah pedoman
atau acuan dalam melaksanakan Program CSR;

Metode Pengelolaan Secara Langsung adalah metode Program CSR yang
diselenggarakan oleh Perusahan tanpa melibatkan Pihak lain;

Metode Kemitraan adalah metode Program CSR yang diselenggarakan oleh
Perusahaan dengan cara menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi
kepada penerima manfaat CSR;

Metode Joint Activity CSR adalah metode Program CSR vyang
diselenggarakan oleh Perusahaan dengan cara berpartisipasi dalam program
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kegiatan pihak lain, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan
kegiatan sosial;

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP
adalah rencana kerja dan anggaran secara menyeluruh yang disusun oleh
Perusahaan dan disahkan oleh RUPS yang merupakan pedoman dalam
melaksanakan kegiatan Perusahaan termasuk didalamnya anggaran CSR;

Pemetaan sosial adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk
mengidentifikasi data kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di
suatu daerah guna menyusun prioritas kegiatan CSR;

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang mengikat antara para pihak
yang mengikatkan diri didalamnya untuk maksud dan tujuan tertentu;

Tim pelaksana CSR adalah Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan
Direksi untuk melaksanakan Program CSR;

Tim Pengawas CSR adalah Tim yang di bentuk dengan Surat Keputusan
Direksi untuk mengawasi Program CSR yang dilaksanakan oleh Tim
Pelaksana CSR;

Penerima manfaat CSR adalah Instansi Pemerintah, Perorangan, Masyarakat,
Koperasi, Yayasan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Kepanitiaan dan
Organisasi Sosial;

Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang menjalankan
fungsi administrasinya di lingkungan eksekutif.

Perorangan adalah individu orang perseorangan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang
sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan;

Yayasan adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial,
kemanusiaan dan keagamaan,;

Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan
maupun badan usaha yang telah memenubhi kriteria sebagaimana ditentukan
oleh peraturan yang berlaku; dan

Kepanitiaan dan Organisasi Sosial adalah sekumpulan orang-orang atau
masyarakat selain Partai Politik, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam rangka pembangunan bangsa
dan negara.

PASAL 2
RUANG LINGKUP CSR

Ruang Lingkup Peraturan Direksi ini, meliputi :
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. Ketentuan Umum;

. Ruang Lingkup;

Asas;

. Maksud dan Tujuan;

. Perencanaan Program CSR;

Pelaksanaan Program CSR;

. Rencana Kerja dan Anggaran;

. Penyusunan dan Pengesahaan Laporan; dan

Ketentuan Penutup.

PASAL 3
ASAS

Program CSR dilaksanakan berasaskan pada:

a.

Akuntabilitas, bermakna bahwa pengelolaan Program CSR dapat
dipertanggungjawabkan kepada Pemangku Kepentingan;

. Transparansi, bermakna bahwa pengelolaan Program CSR dilakukan secara

benar, jujur, dan tidak diskriminatif;

Nilai, bermakna bahwa pengelolaan Program CSR dilakukan dengan
memperhatikan nilai-nilai Perusahaan;

. Efektif dan Efisien, bermakna bahwa pengelolaan Program CSR dilakukan

dengan cara tepat; dan

. Berdaya guna. Bermakna bahwa pengelolaan Program CSR memiliki manfaat

bagi penerima Program CSR.

PASAL 4
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Peraturan Direksi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata kelola

pelaksanaan Program CSR Perusahaan, untuk menciptakan lingkungan yang
harmonis dan sinergis antara Perusahaan dengan para pemangku
kepentingan guna menciptakan citra perusahaan yang baik.

(2) Peraturan Direksi ini bertujuan untuk memberikan pedoman umum dalam

menjalankan pengelolaan Program CSR. Tujuan Program CSR Adalah:

a. memberikan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan;

b. peran serta Perusahaan dalam mengatasi masalah sosial
kemasyarakatan dan lingkungan;

¥



c. hubungan harmonis interaksi positif antara Perusahaan dengan
masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah operasional
perusahaan;

d. peranan Perusahaan dalam mendukung kegiatan sosial di masyarakat;

e. mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian
masyarakat melalui pola kemitraan sehingga dapat membentuk
kelancaran operasi Perseroan;

f. mendukung program instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat;

g. memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar yang berkelanjutan; dan

h. peningkatan eksistensi dan citra Perusahaan.

PASAL 5
BIDANG KEGIATAN CSR

Program CSR Perusahaan dilaksanakan dalam beberapa bidang yaitu :
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Sosial;

Pendidikan;

Kesehatan;

Ekonomi;

Seni, Budaya dan Olahraga;
Keagamaan; dan
Lingkungan.

PASAL 6
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA CSR

(1) Kriteria penerima Program CSR meliputi:

1. Penerima Program CSR Instansi Pemerintah.

2. Kriteria penerima Program CSR Perorangan meliputi;

a)
b)

c)

Warga Negara Indonesia (WNI);

Memiliki Kartu Tanda Penduduk Aceh/ Surat Keterangan Domisili;
dan

Penerima individu/orang perorangan harus merupakan pihak yang
kurang mampu dan/atau memiliki prestasi dalam rangka
pengembangan diri yang dibuktikan oleh instansi yang berwenang.

3. Kriteria penerima Program CSR Koperasi meliputi;

a)
b)
c)
d)

Memiliki badan hukum koperasi;

Terdaftar resmi di Dinas Koperasi dan UMKM,;

Berdomisili dalam wilayah kerja Perusahaan; dan

Tidak menjalankan kegiatan usaha yang dilarang atau melawan
hukum Negara Republik Indonesia.

4. Kriteria penerima Program CSR Yayasan meliputi;
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a) Memiliki badan hukum Yayasan;

b) Terdaftar resmi pada instansi Pemerintah Aceh yang memiki urusan
berkaitan dengan kegiatan yayasan;

c) Berdomisili dalam wilayah kerja Perusahaan; dan

d) Tidak menjalankan kegiatan usaha yang dilarang atau melawan
hukum Negara Republik Indonesia.

Kriteria penerima Program CSR Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi;

a) Berdomisili dalam wilayah kerja Perusahaan;

b) Memiliki usaha yang masih dijalankan; dan

c) Tidak menjalankan kegiatan usaha yang dilarang atau melawan
hukum Negara Republik Indonesia.

Kriteria penerima Program CSR Kepanitiaan dan Organisasi Sosial

meliputi:

a) Resmidan diakui di instansi yang terkait;

b) Berdomisili dalam wilayah kerja Perusahaan; dan

c) Bukan merupakan Organisasi Sosial yang dilarang atau melawan
hukum Negara Republik Indonesia;

d) Bukan merupakan Partai Politik.

(2) Dokumen persyaratan penerima CSR sebagai berikut:

1.

Instansi Pemerintah, meliputi:

a) Surat Permohonan dari Pejabat yang berwenang di instansi tersebut;
dan
b) Proposal kegiatan (Activity plan and RAB).

Perorangan, meliputi:

a) Data Pribadi (KTP);

b) Fotocopy Kartu Keluarga;

c) Surat Keterangan tidak mampu atau berprestasi; dan
d) Proposal bantuan.

Koperasi, meliputi:

a) Akta Pendirian Koperasi, Perubahan terakhir dan pengesahan;
b) NIB;

c) Company Profile;

d) lzin usaha/surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
e) Surat Pemberitahuan (SPT) pajak; dan

f) Proposal kegiatan (Activity plan and RAB).

Yayasan, meliputi;

a) Akta Pendirian Yayasan, Perubahan terakhir dan pengesahan;
b) Company Profile;

c) Surat Pemberitahuan (SPT) pajak; dan

d) Proposal kegiatan (Activity plan and RAB).

Usaha Mikro dan Usaha Kecil, meliputi;

a) KTP;
b) Surat Keterangan Usaha yang sedang berjalan dan dikeluarkan oleh
instansi terkait; dan



c) Tidak menjalankan kegiatan usaha yang dilarang atau melawan
hukum Negara Republik Indonesia.

Kepanitiaan dan Organisasi Sosial, meliputi:

a) Akta Pendirian atau Dokumen pendukung dari instansi dan/atau
lembaga terkait;

b) Profil Kepanitiaan dan/atau Organisasi; dan

c) Proposal kegiatan (Activity plan and RAB).

(3) Penerima Program CSR harus memenuhi semua kriteria dan persyaratan
sesuai dengan ayat (1) dan (2) di atas, kecuali dalam hal Program CSR yang
dilakukan Perusahaan untuk santunan kepada Anak Yatim/Piatu, Fakir,
Miskin, dan Bencana Alam cukup dengan melampirkan Foto Kegiatan sebagai
laporan pertanggung jawaban.

PASAL 7
PENANGUNG JAWAB PROGRAM CSR

(1) Penanggung Jawab Program CSR adalah Direksi;

(2) Penanggung Jawab memiliki tugas sebagai berikut:

a.
b.
C.

d.

Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Program CSR;
Menetapkan kegiatan Program CSR yang disusun oleh Tim Pelaksana;
Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program CSR; dan
Menjaga hubungan baik dengan Stakeholder Program CSR.

PASAL 8
PERENCANAAN PROGRAM CSR

(1) Perencanaan Program CSR disusun oleh Tim Pelaksana;

(2) Kegiatan Program CSR disusun berdasarkan:

a.

b.

C.

Inisiatif Perusahaan berdasarkan hasil studi pengumpulan data dan
pemetaan sosial masyarakat;

permintaan Instansi Pemerintah, Perorangan, Koperasi, Yayasan, Usaha
Mikro dan Usaha Kecil, Kepanitiaan dan Organisasi Sosial; dan

kondisi tanggap darurat/bencana alam.



PASAL 9
PELAKSANAAN KEGIATAN CSR

(1) Pelaksanaan Program CSR di implementasikan oleh Tim Pelaksana, yang
memiliki tugas sebagai berikut:

a.

Menyusun program rencana pelaksanaan Program CSR;

b. Melakukan evaluasi terhadap calon penerima Program CSR;

. Menyusun daftar calon penerima Program CSR yang telah memenuhi

persyaratan yaitu telah dilakukan kajian, seleksi administrasi, survei
lapangan, dan evaluasi;

. Melakukan komunikasi dengan Stakeholder Program CSR;

. Melakukan perhitungan dana yang dibutuhkan pada kegiatan sesuai

dengan Program CSR;

Melakukan dokumentasi kegiatan dan pelaksanaan Program CSR;

. Melakukan publikasi program CSR dalam rangka membangun citra

Perusahaan;

. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penerima Program CSR;

dan

Melakukan penyusunan, pemeliharaan, dan penyimpanan laporan realisasi
kegiatan sesuai dengan Program CSR untuk dilaporkan kepada Tim
Pengawas.

(2) Pelaksanaan Program CSR sebagaimana dimaksud dengan ayat (1)
diutamakan di sekitar wilayah kerja Perusahaan dan/atau Provinsi Aceh:
(3) Program CSR dilaksanakan melalui beberapa pola, yaitu:

a.

Pengelolaan Metode Pengelolaan Secara Langsung oleh Perusahaan
dengan mekanisme Sumbangan/Hibah/Donasi/Pinjaman modal usaha;

b. Pengelolaan Metode Kemitraan oleh Perusahaan dengan mekanisme

C.

evaluasi terhadap proposal dari Penerima Program CSR yang diterima oleh
Perusahaan; dan

Pengelolaan Metode Join Activity oleh Perusahaan dengan mekanisme
kolaborasi/berpartisipasi dalam melakukan Program CSR baik lembaga
sosial, aktivitas kemasyarakatan, atau kepentingan masyarakat umum.

PASAL 10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

(1) Program CSR memuat;

a.

Rencana kerja Program CSR; dan

b. Anggaran Program CSR, sumber dana, dana tersedia, rencana

penggunaan dana.
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